BUPATI NATUNA
PROVINSI HKEPULAUAN RIAU

FERATURAN EUPATI NATUNA
NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR B TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF EELEMBAGAAN DAN OPERABIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang @ a. habws dalsm rsnegn popingkatsn penvelensparan
Pemenntahan Desa agar Kepala Desa, Perangkal Doesa
dan kKclembagaan Desa lebdh memuaskan renaga dan
pikivat  kepuda peaksaan tugas di Desa pecly
memnbenkan pedoman terhadap penghasi] lelap Kepala
Lresz, Perangkat [RLER Tunjungan Bacdan
Permusyarslan Desa, Insentll REukun Warga, Tnsentif
Rukun Tetangea dan Opcrasicaal  Penvelengparaan
Pernenintzlion Desa di Kabupaten Namuna.

b. berdasarkan kelentizn Pasal A1 aval (4) dan Pasal 100
Peraturan Pemerinlgh Nomer 42 Tohoe 2014 tentang
Peramuran  Pelaksanaan Undang-Lndang Nemer 6
Tatniee 2014 enlung Desa, Kedudubkan Keuangan
Krwala Desa dan Merargkat Desa;

¢, bahwa  berdosarkan perombanpasn scbagaimana
dimaksud dalam  ~umf oa, dan horal b, perlu
diterapkan Peruluran Bupall lenlacg Perubahoan Atas
Feraturan Bupall Yalund Nomor & Tehun 2013 tentsng
Pedorman Umum Penglitbieyg Penghasilan Teeap,
Tumangan, Irsentf Kolembagaan Dan Opcorasional
Penyelengoarsn Ponerintshon Desa,

Mengingat 1. Undong-Undang XNomor 53 Tahun 19809 Aeriang
Fembentukan  Eabupater Pelalawan,  Kabopulen
Fokdan Hulu, Kabupaten Eokar Hilir, Kabupalen Siak,
Kabupatcn Korimun, Kabupston hatuna, kabuparmcn
Kuatan Sicgirgn, dan Kela Borans (Lembarmn Negnsa



o

Republik  Indonesia  Tahun 1989 Nomor 181,
Tambahan Leomburan Nepara  Republik  Indonesia
Normnor 2902) sehagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir denean Undaog-Undsrg Nomoer 34 Tahun
IS tenzang Perubaban Ketisa Atas Uncang-Undang
Momor 53 Tahws 1999 tentang  Pomhbeniikan
Kabuparen  Pelolowan, HKabupsien  Kokan  Huluo,
Kabupaten Rokaa Hilir, Kabupoer Siak, Kabupalen
Karimun, Kahupaen MNaoa, Kabupaten Kuntan
Singingl, dan Kolz Batam {Lembaran Megera Republilke
Indonesia  ‘Tmhur 2008 Nomor 107 Tarmbahan
lamaaran Megara Republik Tndonesia Nomor 4880];

Undang-Lindang Nemer 2% Tabhun Q002 tontang
Jombentukan Provinsl Kepulauan Risu {Lembaran
Megara Republik [ndumesia Takun 2002 Nomer 111,
Tambahar Lembaran  Negdara  Repablik  Indoncsia
Mooy 4237);

Undang-Undang Momor 12 Takun 2011 renfang
Permbetukan Peralurdan Perundang-undangan
iLembarar Megara Bopublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambohon Lembaran Megara Republik
[ndoncsia Nomor 22347),

Undarg Undang Meormoer © Tabun 2014 wentang Dess
iLembaran Wegasa Reoublik Indonesia Tahun 201«
Momwor 7, Tambaban Lemboran Fegars Republik
Incdonesia Momo: 2493];

Lndang-Undanye Womer 23 Tahun 2014 tontang
Peracrintahan  Deerah  (Lombaran  MegaraBepablike
Tndonesin  Toahun 2014 Momor 244, Tambahan
Lembaeran Negara  Hepublik  Indoncsia Nomne
S58 sebapaimana telah diubah belerapalali terakhic
dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015 wntang
Perubahan Kedua Undang Undang Fomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lemmbaran Megara
Republik Indonesia Tshun 2015 Namaor 38, Tamlamhan

. Lembaran Negera Republik Indonesia Namor 50755

FPerqiuran Pemerintab Normnre 52 Tanun 2005 tentang
Pengelolzan Kevangan Dasrah (Lembaran Negaco
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,



111

12,

L3,

Tambahar Lembaran XNepara Repahlik  Indoncsia
Momaor 457 R;

Borpturan Mmerintabh Wamor 358 Tahun 2007 feniang
Pembagian Urusan Pemernlabac Anrara Pemcrintah,
Pernerincahan  Dacral  Provingi, dan  Pemerintah
Duerah Kabupatea/kota [Lombarsn Megara Republik
Indunesia  Tahun 2007  Nemoes &2, Tamhahan
Lembaran Nesars Republik Indencsia Nomor 47.37):

Peraluran Permerintah Nomor 423 Tatoun 2014 Tecrang
Peralurun Pelaksenaan  Urdang-Lndang Nomoer 6

Tahun 2014 tenrang Desa [Lembaran Negsra Repubhk

lndonesia Tahun 2014 MNomoe 123, Tambakbuan
Lembaran Negara Republils Indoniesia Nomor 5535];

I'craturan Menterl Dalam Negeel Bomor 12 Tahuon
2006 tentang Pedoman Pengeloloan Xeuangan Dacrakb
sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali terakhir
dengan Peraturan benteni Dalsm Megeri Nomor 21
Tabiurn 2081 lentang Peratsahan Kedus Peraturan
Meater! Dalan Negesi Momor 13 Tabkun 2013 (Benia
Megara Hepublik Indonesia Tahion 2011 Nowmor 3105

Perularen Menleri Dalary Negeri Momer | Tabon 2014
tentang Perabentuban Prodoek [Iukum Daerab (Lemba-an
Megara Republk [ondonesia Talbun 2014 MNemor 111,
Tamhahon Lerabarsn Mopara Republik Indonesia Momaor
4237]:

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomeor 1153 Tahon 2014
tencayy Pengelolacn Kouangan Desa (Lembarae Negard
Eepuhlik Indonesio Taln 2014 MNomer 2093);

Peraturan Daceran Kabapalen Matuna Nomor G Tabun
2013 tentang Pokok-pokok  Pengelelaan  Keaangan
Naerah {Lembaran Dacrah Kalbupaten Macana, Tahun
A0 13 Nornne a),

Peraturan Dacrah Kabupaien Natuna Moemo: | Tahun
2015 tlenang Anggaran Pendspatan dan Belanga
Dracrabh Kabupsien Watuna Tabun Anggaran 20135
[Lembarsn Dacrah Kahupaten MNalung Tabun 2015
Poaarnar 1.



Menetaplan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HATUNA NOMOR B
TAHUN 2015 TENTANG FEDOMAN UMUM
PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
INSENTIF KELEMEBAGAN DAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA.

Beberapa Kententuan Peraturan Bupati Natuna Nomor
g Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penghitungan
Pengahasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagan
Dan Operasional Penyclenggaran Pemerintahan Desa
Scbagai Berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2} dihapus, sehingga Pasal
2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1} Peaghasilan Telap Kepala Dess dan Perengkat Desa
dinngearksn dalem APB Desa yaree bersumber duan
AL

2} Dihapus,

(3] Selain Penghasilan Teap sebagaimanz  dimaksuad
dulan ayvat (1) Kepala De=sa ran Perangkal Desa
d'berkan penghasilan  lainnya  berupa  tunjangsn
sesuHl dengan kemampuan keusngan desa,

2. Ketentuun Pusal 3 ayat (1), ayat [3) dan ayat |23)
ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

FPaaal 3

(1] Kepalan Desa, Perfabar Kepala Desadan Perangkat
Desn vang berasal dari PNE, pengassilan tetap
Lierasal dart ADD varng seuian rahon ditctapkan dalam
APE Dhess.

(@ Gaji PWNS bagi Kepala Desa, Porjabet Kepala Zosa dan
Prranglkut Desa sebagaimana dimaksud dalam aywal
[1] diterima di Inatansi lnduknya.

(3 Gajl PNS scbapaimana dimaksud dalam avat i}
adalah Gaji [nduk sebagai PNE.



Ketentuun Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebapai
berikut :

Pasal 4

Kopula Desa, Penjsbat Kepala Desa dan Peranghkat Desa vang berasal
dari PHS, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayal [1] yang mmasil
asztf ddak mencrima Tambahan Penghasilan Berdusarkan 1 paf
Bertugas vang berasal darl Instanal Indulk,

Ketentuan Pazal 5 ayat |1) hurof a, dan ayat (2} diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

'] Penctapan besaram: Penghasilan Tetap Iepmla Dess, Penjabat
Nepals Dhese dan Derangkar Desy dalam Pasal 2 ayal (7], limtur
sebagai berikut
4. Kepals Tesa dsn Penjabal  Kepals Desa clitelapkan

penghasilan 1etap setap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-
fdun juta Hma ratus ribu rupichk

b.  Sekretaris Dese ditetapkan penphasilan telap setiap bulan
sebescr Rp. 1.750.000,- (satu futa tufuh ratus lrma
puluh Hbu ruplahl;

o, Kepala Seksi dilelapkan penghasilan letap scliap bulan
schesar Bp. 1.500.000,- fsatu jute Hma ratus ribu
rupiwhl;

c. Kepals Urusan ditetapkan penghzsilan elap sotiap balan
scheser Rp. 1.250.000,- (sate futa dua ratus fima pulich
ribu rupiahl

b 8taf alwy Sebutmn lainnva dietapkmc penpghasilan wetap
setap bulan schosar Rp. 1.125.000,- (safi juta serdalus
dua puluh Hma ribu rupiah); dan

[ Kepala Dusurn direrapkan penghasilan totap setiap RIRETS!
sebezar Rp. 1.000.000,- (satu Jute Rupiahj.

(2 leneritma Pensghasilan Tetap Kepala Desa, Peijabal Fepala Desa

can Lerungkat Desa sebagaimana pada ayat (L diletapEan

denpan Kepuiisan Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (Z), ayal (3] dan ayat [4] diubah,
sehingga Pasal 7 berbunyi scbagai berikut

Pazal 7

i1] DPimpinan can Anggota BULD yang berasal dart PMS, Tumangan
Tetap bernsal dari Delania Desa yang setiap whun ditctapkan
dalam ATE Desn.

1) Guji bagi Bmpinar dan Anggets BPL yang berasal dar PxS.



Gaji PNS sebagaimana dimaksnd dalam ayval (2] edalah Geji
Laduk sebagal PHS.

Pimpinan dan Anganta BPD vang berasa. dari PNS, Sebagaimana
dimaksud dalarm avat |1] yang masit akeif, 1idsk menerima
Tambahan Penghasilen Berdasarkan Tempar Berlugns  yong
Lernsal dar lnstans Indak,

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b diubah sehingga Paszal &
berbunyi sebagai beriloat :

[1]

Pagal &

Tunjurpan Redasarkan Beban Kerja clange=rkan dalam AFTS

Lesa vang bersumber dard Belarga Desa.

Tujangun Bedasarkan Bohan Kerja sebagairiana Jimaksud aval

(1} kerikan sesual dengan kemampuan keuangan desa.

Tunjangan Burdasarkan Beban Kerjn scbagaimans dimazsud

aval (1) terdirl atas;

a4, Tunjaopan Pomegange Kekoaszen Pengeleasan Keuangan
Deasa

b, Tunjungan Koordinslor Pelalzsana Teknis  Pongeolzan
Kelaangan Dosa

o, Tunpangan Bendabura Desa.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1] huruf b, huruf b, dan hurnf d diubah
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

Punetlapan bosoun Tunjangan Anmaots Radan

Pormusyewaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghusilan

berdasarkan Beban Kerja dulam Pasal & gyal (7] dan Pasal 3 aval

(2], minimal diatar :

a.  Krotus BPD dietaplar tumjangan sctiop bulan sebesar Rp.
1.700,000,- fscaiu juta tufuh ratus ribu rupiah)

. Woakil Kelua BPD dikslapkan tunjangan setiap bulan
schosar Rp. 1.400.000,- f{satu jutae empot ratus ribu
ripiahy

¢ Seleratris BPD diteraokan tunjangan souap bulan sehosar
Rp. 1.200.004,- {satu futa dud ratus ribu rupiah)

d. Angeom BPD ditelapkar tunjangan setap bualan selosar
Rp. 1.100.000,- fsatu futaseratus ribu rupiahy

¢, Pernegang  Keolupssan  Pongeololzan Kenangdan Dresa

ditclepksr minjangan seliap sulan schesar Rp. 1,500,000,

{satu juta Hima ratus ribu rupiah)

Pelaascna Teknis Penmeloluun Keuangan Desq ditcrapken

lunjangan sctiap lulan schesar Rp. 1.200,000.- fsatu futa

dua ratus ribu ruplak)

Sendahara Desa ditclapkan tunjungan setian bulan sebosaur

Rp. 1.050.000, (satu juta lima puluh ribu ruptah)

a



14.

i£]

3]

Pemerinlal Desa svang Cdak dapar melsksanakar kewenludn
avat (1] hurul ¢, hurel T dan hooeal g, maka disesuailkan dengan
kemampuan kevoangsn permerinie’ desa yang tessedic,

Penerima Turjongar Aregols Huades Permusyawaratan Deso dan
Tunjaogan Tambabkan Penghasilan serdesarkan Gebae Sera
sebmpairnana pada avat (1], dizctapkan dengan keonutusan
Eepala Desa.

Ketentuan Pasal 10 ayat [3}) diganti sehingpga Pasal 10 bBerbunyi
sebagail berikut

Pasal 10

Tnseraif BRW dan AT dispggarkan calam APE Desa yong
berstamber dari Belarja Desn

Inseril BW dan BT vang clnalesug gyal 0] bernkan sesuaa,
dernpan kemampusn sewangae cosa.

Insenel BT/RW schupaimens dunaksuc pada oyl (2] wdalab
bantuan uang cperasional Jembaga BTART dalam raepka
membantu pelilssunoan togas pelayvanan pomormbanEr,
perenccnaan pombangmanan, karenlaman dan ketertibar, soria
pemberdavann  masvarakal desa sesoni dengan kemampoan
kevnngar pemrerintal dosa

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, burnf b dan ayat [2)jdiubah
sehingga Pasal 11 herbunyi scbagai berikut :

(2]

i3

Pusal 11

Penetapan besaran lnscrtil Relus Rukun Wargs dan ldukas

Tetanmea dalam Pasal 10 cvat (2) distur

4. Damipan Operssional Lembaga BW Per-lahunselzsar Rp.
7.200.000,- {Twjuh Juta Dua Rates Ribu rupich);

b Hanluan Opermsices! Lemboga BT Pes-libon sehesas Rp.
6.000.000,- {(Enam Jute Rupiah).

Besur Raniuan Operasional Lemoagn BW dan RT scbuagaimeans

paca avat [1], dictaplan dengan Kepurusan Kepa.o Dos,

Boesaran banludn operasions’ sclwpaiomana dumnakeud ayat |2)

dizesuatkan dengan koemmmpuan ceusngan dess.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) burof a, dan hurnf b diobah sehingga
Paszal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1)

12

Pazal 12

Coerasional Penvelengmarasn Percerinlabinn Dess clanggorkan
cddalam APB Deosa yang borsuumber dan Belanga Daesa,

Operasional  Penvelenggarsan  Pemeriniabas Tesa vang
dirnassud ayal (11 dberikan dengan zolenlouan vaite
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A, TO%  (lujuh  pulub perserntas,  di berikan Kepada
Ucmcrinlah Desa dari Sisa Angaran  Belanja  Pegawal
Bidang Penyelenpgzara Pomerinlahan Dosa,

b, 30% [tiga puluh perseratusy di Derikan Kepada BFD Pagu
Sisa Arggaran Belanja Pegawsi  Bidang Penyelengzara
Permerintahan Desa,

11. Ketentuan Pasal 14 diubah schingga Fasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 14

Peraruran Bupati ind mulai berlaku sejak tanzgal 2 Januari 2015,

Agur svliap orang mcngetahud, memcrintahlan Patigundangsn Peraturan
Nupati ind dengan penempatannya dalam Berita Dzerah  Kabupaten
Metuina

Ditetapkan di Eormad
pada rangpal & Apnb 0%

Tiundangkar Ji Ranal
sada tangeal £ RP('IL. Lars

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

QL -
STAMSURIZON

BEERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR L2




